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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan 
Perundang-Undangan, Kesesuaian Standar Akuntansi 
Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini 
Laporan Keuangan. Populasi dari penelitian ini adalah 90. 
Adapun pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode 
penelitian populasi sehingga menggunakan semua populasi 
sebagai sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah kuisioner. Analisis data dilakukan menggunakan teknik 
analisis regresi linier berganda. Adapun hasil analisis didapatkan 
bahwa kepatuhan perundang-undangan berpengaruh positif dan 
signifikan secara simultan terhadap loyalitas pelanggan dengan 
sumbangan pengaruh sebesar 19,3% serta pengaruh variabel 
lain sebesar 80,7%, kesesuaian standar akuntansi pemerintah 
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan sebesar 
19,7%, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan 
signifikan secara simultan sebesar 19,3% terhadap opini laporan 
keuangan. 

 
Abstract 

This study aims to determine the effect of Compliance with 
Legislation, Conformity of Government Accounting Standards 
and Internal Control Systems on Financial Report Opinions. The 
population of this study was 90. The sample selection was 
carried out using the population research method so that all 
populations were used as samples. The data collection method 
used is a questionnaire. Data analysis was performed using 
multiple linear regression analysis techniques. The results of the 
analysis found that statutory compliance has a positive and 
significant simultaneous effect on customer loyalty with a 
contribution of 19.3% and the influence of other variables of 
80.7%, suitability of government accounting standards has a 
positive and significant simultaneous effect of 19.7 %, and the 
internal control system has a positive and significant 
simultaneous effect of 19.3% on financial statement opinion 
 

 
Pendahuluan 

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa suatu perubahan yang baik bagi 
Indonesia. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi menjadi 
desentralisasi, memberikan dampak positif pada tiap daerah. Pemerintah daerah diberikan 
kesempatan dan hak otonom yang bebas untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri 
sesuai dengan undang-undang. Pada sektor publik di Indonesia terjadi fenomena atas 
perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan 
daerah (BPK RI) atas pemeriksaan laporan keuangan baik pusat maupun pemerintahan. 
Khususnya pada pemerintah daerah kepala daerah seakan terobsesi dan saling berlomba-
lomba untuk mendapatkan gelar opini WTP di laporan keuangan yang dihasilkan. 
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Opini audit BPK terdiri dari empat jenis, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak 
Menyatakan Pendapat (Disclaimer). Hasil evaluasi auditor apabila sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP), maka auditor memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP), yang artinya hasil evaluasi sudah mencapai tingkat kesesuaian dan kewajaran 
dengan tidak terdapat kesalahan atau sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku. Laporan 
keuangan yang baik ditandai dengan tercapainya opini WTP. Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tujuan dalam 
pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai tuntutan reformasi birokrasi, karena 
merupakan salah satu indikator kinerja instansi pemerintah yang sudah sesuai dengan 
standar serta mencerminkan akuntabilitas yang baik (Nurabiah, 2018: 69- 70). 

Secara teoritis keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban 
yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang 
dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki dan atau dikuasai daerah atau 
negara lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan  PP Nomor 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 ayat (5) menegaskan 
bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya 
semua bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut 
dalam rangka Anggaran Besar Pendapatan dan Belanja Daerah (Karianga, 2017: 54). 

Pencapaian opini wajar tanpa pengecualian ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri 
bagi pemerintah kabupaten Buleleng walaupun tidak menjamin kesejahteraan. Setidaknya 
kabupaten Buleleng menjadi contoh, karena dapat meraih predikat tersebut. Keberhasilan 
pemerintah kabupaten Buleleng dalam meraih WTP tidak lepas dari usaha pemerintah 
daerah kabupaten buleleng untuk mempertahankan opini WTP tersebut. Alasan melakukan 
penelitian meepertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian di Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Buleleng didasarkan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng salah 
satu daerah yang mendapatkan predikat tersebut. Dan tidak semua daerah bisa 
pemerintahan daerah bisa mendapatkan gelar tersebut. 

BPKP menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan 
pemda belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang belum sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemah dalam sistem pengendalian intern, dan 
kurang patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Pemeriksa BPK mengeluarkan opini 
dengan mempertimbangkan empat kriteria yang salah satunya adalah temuan kepatuhan 
entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Fatimah (2014) Kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material 
dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan 
terkait dengan tujuan audit. Oleh karena itu pemeriksa harus merancang agar pemeriksaan 
dapat mendeteksi kepatuhan tersebut. (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007). 

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 
Peraturan tersebut menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan, laporan realisasi 
anggran, laporan arus kas, dan masih banyak lagi. Pada laporan keuangan pemerintah 
apabila sudah dilaksanakan peraturan tersebut oleh pelaku pembuat laporan keuangan 
pemerintah untuk pelaporan keuangan, dan standar tersebut sudah berjalan sesuai yang 
diinginkan, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat dikatan baik dan bermanfaat jika 
sudah memenuhi standar tersebut.   

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara. Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah, pelaku pembuat laporan keuangan mengacu pada Peraturan 
Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPI 
dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya 
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, 
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keamanan aset Negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (BPK, 2014). 

Objek penelitian kali ini yaitu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan Kabupatn Buleleng dari tahun 2014-2022 selalu 
mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peneliti ingin mengetahui upaya 
apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga mendapatkan predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian tersebut, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat 
bagi daerah lainnya yang belum mendapat predikat WTP. Opini WTP diberikan apabila 
sistem pengendalian intern, sudah mengikuti sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 
terkait Standar Akuntansi Pemerintah, dan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2003 sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan pemerintah yang berisi 
tentang Keuangan Negara. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian di 
Pemerintahan Kabupaten Buleleng. 

Dalam penelitian menggunakan teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh 
Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang 
taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam 
literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. 
Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh 
kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan 
perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan 
berlawanan atas kepentingan pribadi. Kajian teori kepatuhan (compliance theory) dapat 
digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini 
yaitu, Kepatuhan Perundang-Undangan, Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah Dan 
Sistem Pengendalian Internal opini laporan keuangan pemerintah. Menurut teori kepatuhan 
(compliment theory), hal yang berkaitan dengan yakni norma (normative commitment 
through morality) dimana pemeritah daerah yang telah mematuhi hukum ada karena hukum 
tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas. Faktor-faktor tersebut 
lah yang akan mempengaruhi opini laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten 
Buleleng. 

Hipotesis penelitian yang akan diuji bedasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin 
dicapai menggunakan teori kepatuhan (1) Kepatuhan Perundang-Undangan berpengaruh 
positif terhadap opini laporan keuangan, (2) Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah 
berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan, dan (3) Sistem Pengendalian Internal 
berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan. 
 
Metode 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Perundang-Undangan, 
Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap 
Capaian Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan 
penelitian kuantitatif, karena metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 
dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Penelitian 
kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam 
bentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 
penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka. Penelitian dimulai dengan 
merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan 
dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, mengumpulkan data, 
mentabulasi data, menganalisis data dan menyajikan hasil analisis. Populasi dari penelitian 
ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten Buleleng. Sampel diharapkan dapat 
mewakili populasi penelitian, agar informasi yang diperoleh dari sampel benar-benar 
representatif atau dapat mewakili populasi. Apabila jumlah responden kurang dari 100 orang, 
maka sampel yang digunakan semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. 
(Arikunto, 2002: 109). Alasan menggunakan metode tersebut karena jumlah sampel pada 
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penelitian kali ini yaitu berjumlah 90 orang. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
pembuat laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala 
setiap perwakilan SKPD dan Bendahara pada setiap SKPD yang berjumlah 3 orang di setiap 
SKPD nya, jadi jumlah populasi 90 orang. 

Jenis data dalam penelitian kali ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan 
proses penyebaran kuisioner kepa 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kuisioner 
disebar kepada 30 SKPD di Kabupaten Buleleng dan setiap SKPD akan dibagikan 3 
kuisione. Jadi data yang didapatkan dari jawaban kuisioner yang telah diberikan berjumalah 
90 responden. Kuisioner dalam penelitian menggukanan skala likert. Skala tersebut 
merupakan ketidaksetujuan atau kesetujuan seseorang terhadap serangkaian pertanyaan 
yang berkaitan dengan keyakinan mengenai suatu obyek tertentu. Skala ini umumnya 
menggunakan 5 angka sebagai penilaian. Adapun teknik penyebaran kuesioner dilakukan 
dengan cara yaitu pertama, memperkenalkan diri dan latar belakang pendidikan peneliti, 
kedua yaitu menjelaskan tujuan kuesioner dan menyebutkan jumlah pertanyaan serta 
estimasi waktu yang dibutuhkan dalam pengisian kuesioner, untuk kuesioner penelitian ini 
terdiri dari 20 pernyataan serta membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit untuk 
menyelesaikannya, ketiga menjelaskan tujuan dari pengumpulan data yaitu sedang 
melaksanakan penelitian akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 S1, 
keempat memberikan ucapan terima kasih kepada responden atas waktu dan usaha yang 
mereka berikan untuk menyelesaikan kuesioner penelitian ini. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian ini, responden yang dipilih merupakan Pejabat Penatausahaan 
Keuangan, Kepala Instansi, dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Kabupaten Buleleng. Kuesioner penelitian ini disebarkan secara offline dan online dengan 
cara memberikan langsung kepada responden yang bersangkutan dan menghubungi melalui 
WA tetapi hanya sedikit yang mengisi secara online dikarenakan ada perjalanan dinas. 
Jumlah kuesioner yang diberikan pada tiap SKPD terdapat 3 kuesioner dan diberikan pada 
30 SKPD, jadi kuesioner yang disebar sebanyak 90 kuesioner. Peneliti melakukan 
pengumpulan data kurang lebih dua minggu hingga terkumpulnya data. Sebelum 
penyebaran kuesioner, peneliti meminta surat ijin penelitian dari Kampus Undiksha dan 
mengirimkan surat ijin tersebut kepada seluruh SKPD di Kabupaten Buleleng.  

Uji validitas yang dilakukan terhadap seluruh variabel menghasilkan nilai rhitung > 
rtabel dengan rtabel sebesar 0,270 sehingga dikatakan telah valid. Sedangkan untuk uji 
reliabilitas seluruh variabel menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha > 0,65 sehingga dikatakan 
telah reliabel. Adapun analisis statissyik deskriptif menunjukkan bahwa Kepatuhan peraturan 
perundang-undangan memiliki nilai minimum 7, nilai maksimum 22, nilai rata-rata (mean) 
dari variabel kepatuhan peraturan perundang-undangan sebesar 17,53 kemudian 
Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 24, 
nilai rata-rata (mean) dari variabel kesesuaian standar akuntansi pemerintah sebesar 17,83 
dan Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 25, nilai 
rata-rata (mean) dari variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 18,13. Seluruh variabel 
memeiliki nilai mean mendekati nilai max yang berarti rentang jawaban dari responden 
berada pada kategori setuju dan sangat setuju. 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas melalui uji exact sig didapatkan nilai Asymp. 
Sig. (2-tailed) sebesar 0,014, sesuai dengan kriteria pengujian jika nilai signifikan lebih besar 
dari 0,05 maka data tersebut belum dikatakan normal oleh karena peneliti menggunakan 
cara Exact Sig (2-tailed) dan menghasilkan data sebesar 0,242 sehingga dapat dikatakan 
bahwa data berdistribusi normal, atau dengan kata lain model regresi lolos uji normalitas. 
Kemudian uji multikolinearitas penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tolerance pada 
masing-masing variabel kepatuhan perundag-undangan, kesesuaian standar akuntansi 
pemerintah, dan sistem pengendalian internal 0,955 0,953 0,990 > 0,10 dan nilai VIF 1,047 
1,049 1,010 < 10, hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel 
independent atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas 
pada model regresi. Adapun uji heteroskedastisitas bahwa nilai signifikan dari variabel 
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Kepatuhan Perundang-Undangan (X1) sebesar 0,340 > 0,05 berarti dinyatakan bahwa tidak 
terjadi heteroskedastisitas. Variabel Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (X2) sebesar 
0,161 > 0,05 berarti dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel Sistem 
Pengendalian Internal (X3) sebesar 0,446 > 0,05 berarti dinyatakan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Jadi dapat disimpulakan bahwa pada model regresi ini, setiap variabel 
terbebas dari heteroskedastisitas. 

Sedangkan untuk analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat tabel 
berikut: 
 

 Unstandardizes Coefficients Unstandardizes 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t sig 

(Constant) 19,281 ,482  40,038 ,000 
Total_X1 ,044 ,016 ,258 2,662 ,009 
Total_X2 ,045 ,015 ,288 2,969 ,004 
Total-X3 ,044 ,014 .297 3,120 ,002 

 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4.7 maka dapat disusun 
persamaan regresi sebagai berikut:  
  Y = 19,281 + 0,044 X1 – 0,045 X2 + 0, 044 X3 
Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagi berikut: 

1) Nilai konstanta sebesar 19,281 memiliki arti bahwa seluruh variabel yang bebas 
nilainya sama dengan 0, maka nilai Opini Laporan Keuangan sebesar 19,281. 

2) Nilai koefisien regresi variabel Kepatuhan Perundang-Undangan (X1) sebesar 
0,044 berarti dapat dikatakan bahwa jika terjadi peningkatan pada Kepatuhan 
Perundang-Undangan (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain 
bernilai kosntan, aka besarnya nilai Opini Laporan Keuangan (Y) akan meningkat 
sebesar 19,325. 

3) Nilai koefisien regresi variabel Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (X2) 
sebesar 0,045 berarti dapat dikatakan bahwa jika terjadi peningkatan pada 
Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (X2) sebesar satu satuan dengan 
asumsi variabel lain bernilai kosntan, aka besarnya nilai Opini Laporan Keuangan 
(Y) akan meningkat sebesar 19,734. 

4) Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) sebesar 0,044 
berarti dapat dikatakan bahwa jika terjadi peningkatan pada Sistem Pengendalian 
Internal (X3) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai kosntan, 
aka besarnya nilai Opini Laporan Keuangan (Y) akan meningkat sebesar 19,325. 
Nilai koefisien regresi dari persamaan tersebut adalah positif yang berarti arah 
pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. 

 
Selanjutnya uji determinasi menunjukkan hasil nilai koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,229 (diperoleh dari pengkuadratan nilai R yaitu (0,478)²). Nilai koefisien dterminasi 
sebesar 0,229 sama dengan 22,9%. Sehingga variabel Kepatuhan Terhadap Perundang-
Undangan, Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal 
berpengaruh terhadap Opini Laporan Keuangan sebesar 22,9% dan sisanya yaitu 77,1% 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi tersebut dan terakhir hasil uji t maka 
Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan (X1) nilai Thitung > Ttabel yaitu 2,662 dan nilai 
signifikan 0,009 < 0,05 yang berarti terdapat pengaruh kepada Opini Laporan Keuangan (Y). 
Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 dapat diterma. Dari pengujian diatas, maka Kesesuaian 
Standar Akuntansi Pemerintah (X2) nilai Thitung > Ttabel yaitu 0,004 < 0,05 yang berarti 
terdapat pengaruh kepada Opini Laporan Keuangan (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 
dapat diterma. Berdasarkan hasil uji t pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) 
terdapat nilai Thitung > Ttabel yaitu 0,002 < 0,05 yang berarti terdapat pengaruh kepada 
Opini Laporan Keuangan (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa H3 dapat diterima. 
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Berdasarkan nilai analisis yang didapatkan bahwa variabel kepatuhan perundang-
undangan (X1) memperoleh nilai p-value (Sig.) 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis pertama 
dapat diterima dan kepatuhan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap opini laporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh teori kepatuhan, dimana 
teori kepatuhan menyebutkan bahwa suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah 
atau aturan yang telah ditetapkan. Teori ini memiliki peranan penting terhadap opini laporan 
keuangan, dimana teori kepatuhan menjadi dasar suatu aturan yang mengharuskan pelaku 
pembuat laporan keuangan patuh terhadap perundang-undangan yang sudah ditetapkan. 
Para pembuat laporan keuangan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan pemerintah yang berisi tentang Keuangan 
Negara, pada Undang-undang tersebut menjelaskan tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, 
Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, pelaku pembuat laporan 
keuangan yang berada di Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan aturan perundang-
undangan tersebut sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah sehingga 
dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan tersaji secara tepat waktu. Hasil ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharmaningtyas (2016) yang menyatakan 
bahwa kepatuhan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap opini laporan 
keuangan di Kabupaten Temanggung. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 
(2017) juga menyatakan hal yang sama bahwa kepatuhan terhadap perundang-undangan 
berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.   

Berdasarkan nilai analisis yang didapatkan bahwa variabel standar akuntansi 
pemerintah (X2) memperoleh nilai p-value (Sig.) 0,007 < 0,05, sehingga hipotesis kedua 
dapat diterima dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
opini laporan keuangan. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa standar akuntansi 
pemerintah dapat meningkatkan opini laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng. 
Hasil penelitian ini didukung oleh teori kepatuhan, dimana teori kepatuhan menyebutkan 
bahwa suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah 
ditetapkan. Teori ini memiliki peranan penting terhadap opini laporan keuangan, dimana teori 
kepatuhan menjadi dasar suatu aturan yang mengharuskan pelaku pembuat laporan 
keuangan patuh terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Hal ini dikarenakan 
kesesuaian standar akuntansi pemerintah yang harus diikuti oleh setiap orang yang bekerja 
di instansi pemerintah, pemerintah Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan perintah yang 
diberikan oleh pemerintah dengan mengaplikasikan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai 
penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggran, laporan arus kas, dan masih banyak 
lagi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) yang menyatakan 
bahwa kesesuaian standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap opini laporan 
keuangan di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 
Dharmaningtyas (2016) juga menyatakan hal yang sama bahwa kesesuaian standar 
akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Temanggung.   

Berdasarkan nilai analisis yang didapatkan bahwa variabel sistem pengendalian 
internal (X3) memperoleh nilai p-value (Sig.) 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis ketiga dapat 
diterima dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini 
laporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh teori kepatuhan, dimana teori 
kepatuhan menyebutkan bahwa suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau 
aturan yang telah ditetapkan. Teori ini memiliki peranan penting terhadap opini laporan 
keuangan, dimana teori kepatuhan menjadi dasar suatu aturan yang mengharuskan pelaku 
pembuat laporan keuangan patuh terhadap sistem pengendalian internal yang ditetapkan. 
Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan aturan tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah, pelaku pembuat laporan keuangan mengacu pada Peraturan 
Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPI 
dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya 
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Rufaedah (2012) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal 
berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat. 
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017) juga menyatakan hal yang sama 
bahwa kesesuaian sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap opini laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
 
Simpulan dan Saran 

Berdasarkan pada hasil dari data yang dianlisis dan dari pembahasan penelitian, maka 
dapat ditarik simpulan bahwa pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga menunjukkan 
hasil bahwa Kepatuhan Perundang-Undangan, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem 
Pengendalian Internal memberi pengaruh kepada Opini Laporan Keuangan di Kabupaten 
Buleleng secara positif dan signifikan terhadap Opini Laporan Keuangan di Kabupaten 
Buleleng. Hal tersebut dipengaruhi dari beberapa faktor, peneliti akan membahas satu 
persatu dari masing-masing variabel terkait faktor-faktor yang menjadikan setiap variabel 
dikatan positif dan signifikan.  

Yang petama tentang kepatuhan perundang-undangan, para pelaku pembuat laporan 
keuangan sudah menjalankan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah yakni aturan yang 
ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dimana pada undang tersebut berisikan 
tentang tata cara mengelola keuangan negara. Pelaku pembuat laporan keuangan yang 
berada di Kabupaten Buleleng sudah menjalankan aturan tersebut sesuai dengan Undang-
undang oleh sebab itu dapat memepanguruhi opini laporan keuangannya. 

 Yang kedua tentang Standar Akuntansi Pemerintah, para pelaku pembuat laporan 
keuangan Kabupaten Buleleng sudah menjalankan standar sesuai dengan aturan yang 
diberikan yaitu Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Pada PP tersebut Kabupaten 
Buleleng sudah menjalan standar seperti laporan keuangan yang disusun memiliki asumsi 
dasar dimana pada asumsi dasar dalam laporan keuangan pemerintah adalah anggapan 
yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat 
diterapkan, Abdul Halim (2014). Lalu laporan keuangan memuat karakteristik laporan 
keuangan, yang dimaksud karakteristik yaitu laporan keuangan dapat dikatan releeva, andal, 
dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kabupaten Buleleng sudah menjalankan hal 
tersebut sehingga dapat mempengaruhi hasil opini laporan keuangan. 

Yang terakhir tentang Sistem Pengendalian Internal, aturan yang mengatur tentang 
SPI yakni Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008. Pada sistem pengendalian internal 
terdapat lima unsur yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, 
informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Para pelaku pembuat laporan keuangan 
Kabupaten Buleleng sudah menjalankan lima unsur tersebut dan sudah berjalan efektif, oleh 
sebab itu berpengaruh pada opni laporan keuangan. 

Dari simpulan yang ada, adapun saran yang diberikan yakni. 
1. Disarankan bagi peneliti selanjutnya membahas tentang variabel seperti mengenai 

gaya kepemimpinan dan kualitias sumber daya manusia pegawainya. Dan juga 
responden yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya sebaiknya lebih luas, 
karena pada penelitian ini lingkup populasi masih sempit, hanya sebatas pada satu 
wilayah kabupaten. Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya dapat memperluas 
cakupan area peneltian seperti wilayah provinsi. 

2. Upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal terkait opini laporan keuagan. 
Disarankan kepada Pemda Kabupaten Bueleleng lebih meningkatkan penerapan 
Sistem Pengendalian Internal. Dalam proses pertanggungjawaban pengelolan 
keuangan daerah, sangat dibutuhkan penerapan sistem pengendalian internal secara 
efektif. Penerapan sistem pengendalian internal dalam manajemen pemerintah dapat 
dilakukan dengan cara memberi pelatihan-pelatihan untuk menigkatkan pengetahuan 
tentang akuntansi untuk mencapai tujuan/sasaran dan menjamin informasi laporan 
keuangan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rat skor yang 
diberikan responden pada butir pertanyaan variabel sistem pengendalian internal 
untuk indikator informasi dan komunikasi. 
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